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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor

penyebab terjadinya selisih anggaran belanja pada Dinas Sosial Provinsi Nusa

Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa:

1 Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya selisih anggaran belanja pada

tahun anggaran 2014-2016 adalah:

a Penghematan belanja daerah yang ditunjukan dari data yang diporoleh

peneliti bahwa realisasi anggaran belanja daerah selalu lebih kecil

daripada yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah Dinas Sosial

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Item-item belanja daerah seperti

belanja tidak langsung yakni belanja pegawai dan belanja langsung

yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang

tidak terserap anggarannya tersebut mengakibatkan adanya sisa

annggaran belanja daerah yang cukup besar jumlahnya.

b Tidak terlaksannya program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi pada item belanja

langsung yakni pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan

Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Terjadinya program dan kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik
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karena adanya masalah yang terjadi pada pemerintah daerah Dinas

sosial provinsi NTT tersebut yakni dilihat dari aspek perencanaan,

aspek pelaksanaan dan aspek evaluasi.

2 Dampak yang terjadi daari Selisih Anggaran Belanja yakni Belanja Tidak

Langsung dampaknya kepada pemerintah, yakni pada tunjangan-tunjangan

seperti pakaian-pakaian dinas  dan Belanja Langsung dampaknya kepada

masyarakat yakni banyak program dan kegiatan yang tidak direalisasikan

dengan baik, dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek

evaluasi sehingga dampaknya kepada masyarakat selaku penerima

bantuan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis

memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa

Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1 Di dalam pengelolaan keuangannya Dinas sosial provinsi Nusa Tenggara

Timur perlu melakukan perencanaan dengan lebih baik dan lebih cermat,

seperti menetapkan target anggaran Belanja Daerah sebaik mungkin

sehingga anggaran tersebut dapat terserap dengan baik.

2 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kinerja

pengelolaan keuangan khususnya dalam menganggarkan, melaksanakan

dan mewujudkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan agar dapat

memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi

kesejahteraan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur.
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